BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/13| /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

PADA PUSKESMAS SE -KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,
perlu ditetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Se- Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2018;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang Penetapan
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Puskesmas Se- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2018;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang — Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistemm Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 );

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 Tahun
2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Kabupaten pesisir selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Puskesmas Se Kabupaten Pesisir
Selatan, Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan
Bupati Ini.

Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten
Pesisir Selatan ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh
persen) dari Penerimaan dana Kapitasi.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan pada
Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan
sebesar 40% (Empat puluh persen) dari Penerimaan
dana Kapitasi.

Kegiatan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU telah dilaksanakan sejak bulan Januari
sampai dengan bulan Desember 2018.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, #4Januari 2018

BUPATI PE 13\31% SELATAN,
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